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GUBERNUR KAL‘ MANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG

BATAS UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALTMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Dacrah, pengguna
anggaran/kuasa pengguna  anggaran  dapat  diberitkan  uang
persediaan (UP) vang dikelola oleh bendahara pengeluaran, dan
ketentuan Pasal 201 dan Pasal 202 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negerd
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dacrah:

b. hahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib pengelolaan
keaangan dacrah dalam  pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2013 periu mengatur batas UP (Uang Persediaan) dan GU [(Ganti
Uang) pada Satuan Kerja Perangkat Dacrah di Lingkungan
Pemerintah Provins Kalimantan Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan scebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan hurul b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Batas Uang Persediaan dan Gantl Uang  pada Satuan
Kerja Perangkat Dacrah di Lingkungan  Pemerintah  Provinsi
Kalimantan Timur;

et

Mengingat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembeniukan
Dacrah-Dacrah Otonom Provinst Kalimantan Barat, Kalimanian
Selatan dan  Ralimantan  Timur  {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1106];

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersin dan Bebas  dart Korups:, Kolusi dan
Nepousme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indoncsia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indencesia Tahun 2003 Nomor 47.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286,
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43353);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungdawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomoar 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4400):

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
+437). sebagaimana telah diubah beberapa kall, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan RKedua
Atas  Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004  entang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844};

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbuangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemcerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran  Negara  Republik
indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 52345,

Peraturan Pemerintan Nomor 535 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4573);

Peraturan Pemermtah Nomor 56 Tahun 2003 tentang Sistem
[nformasi  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
[Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576,

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
cuangan Dacrah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan Pemerintahan Dacrah
{Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20035 Nomor 1653,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45921

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 46 14);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 wentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemcrintah, Pemerintahan Dacrah
Provinsi dan Pemerintahan Dacrah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47379

. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Uang Negara/Dacrah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
fa] bl i el

Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Nepara Republik

Indonesia Nomor 4738);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungdawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44004,

r

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (entang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas  Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004  (entang
Pemerintahan  Dacrah  (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844):

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanean
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44138);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  {Lembaran  Negara  Republik
[ndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2003 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 457 3);

Peraturan Pemerintah Noemor 56 Tahun 2005 tentang Sisiem
Intormasi  Keuangan  Dacrah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 45761,

Peraluran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 wentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomer 79 Tahun 2005 wntang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penycelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45924,
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instanst Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Noemor 4614):

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerimtahan Antara Pemerintaly, Pemerintahan Dacrah
Provinsi dan Pemerintahan Dacrah Kabupaten/RKota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737

- Peratduran Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengeloluan

Lang Negara/Dacrah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian  Intern  Pemerintah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tala Cara

Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Revangan
Gubernur  Sebagal Wakil  Pemerintah Di Wilayah  Provinsi
(Lembaran Negara Republik Indornesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107),
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pclaksanaan Tugas dan
Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur schagai Wakil
Pemerintah  di Wilayah Provinst (Lembaran Negara Repulblik
Indonesia Tahun 2011 Nomoer 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 52095,

~

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165)

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (entang Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah;

Reputusan  Presiden  Nomor  117/P Tahun 2008  tentang
Pengangkatan  Drs. H. Awang Farock Ishak, MM, M.Si schagai
Gubernur Kalimantan Timur dan  Drs. H. Farid Wadjdv, M.Pd
schagal Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jubatan 2008 -
2013;

il

Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman  Pengeloluan  Keuangan  Daerah  scbagaimana  telah
cdiubah beberapa kali teralkhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Neger: Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produlk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694,

Peraturan Daerah Provinst Kalimantan Timur Nomor 06 Tabiun
2008 tentang Orgamisasi dan Tata Kerja Sckretariat Dacrah
Provinst  Kalimantan  Timur (Lembaran Dacrah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 06. Tambahan Lembaran
Dacrah Provins: Kalimantan Timur Nomor 31 b

. Peraturan Daerah Proviasi Nalimantan Timur Nomer 07 Tahun

2008 tentang Organisast dan Tata Kerja Sckretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran
Dacrah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 07,
Tambahan Lembaran Dacrah Provins: KNalimanian Timur Nomor
32);

. Peraturan Dacrah Provinst Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dacrah Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Dacrah Provins: Kalimantan Timur
Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Dacrah Provins
Kalimantan Timur Nomor 33);
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian  Intern Pemerintah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan
Gubernur Sebagal Wakil Pemerintah DI Wilavah  Provinsi
(Lembaran Negara Republik Indoncesia Tahun 2010 Nomoer 25,
Tambahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia Nomor 5107),
schagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah  di Wilayah  Provins: (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tamhahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 5209);;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165

Peraturan Presiden Nomoer 54 Tahun 2010 wentang Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah,

Keputusan Presiden  Nomor 117/P  Tahun 2008  t(entang
Pengangkatan  Drs. H. Awang Farock ishak, MM, M.Si schagai
Gubernur Kahmantan Timur dan  Drs. Ho Farid Wadjdy, M. Pd
sehagal Walkil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan 2008 -
2013;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan  Kcuangan Dacrah  sebagnimana  telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negert Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahian kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indoncesia Tahun 2011 Nomor 310);

2. Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Produk Hukum Dacrah [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 6941,

Peraturan Dacrah Provinst Kalimantan Tinur Nomor 06 Tahun
2008 tentang Organisast dan Tata Kerja Sckretariat Dacrah
Provinst:  Ralimantan  Timur  (Lembaran Daerah  Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 06, Twumbahan Lembaran
Dacrah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 31};

Peraturan Dacrah Provins: Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun
2008 tentang Organisasl dan Tata Kerjoo Sckretariat Dewan
Perwakilan Rakyvat Dacrah Provins: Kalimantan Timur (Lembaran
Dacrah Provins:t Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 07,
Tambahan Lembaran Daerah Provinst Kalimantan Timur Nomor
32);

. Peraturan Dacerah Provins: Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun

2008 tentang Organisast dan Tata Kerja Dinas Dacrah Provinsi
Kalimantan Timur [Lembaran Dacrah Provinst Kalimanian Timur
Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Dacrah Provinsi
KNalimantan Timur Nomor 33);



26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektoral, Badan
Perencanaan Pembangunan Dacrah dan Lembaga Teknis Dacrah
Provinst  Kalimantan Timur (Lembaran  Dacrah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2008 Noemor 09, Tambahan Lembaran
Dacrah Provinsi Ralimantan Timur Nomor 34);

27, Peraturan Dacrah Provinst Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisast dan Tata Keria Lembaga
vang dibentuk dengan Peraturan Perundang-undangan Tersendiri
(Lembaran Dacrah Provinst Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor
11, Tambahan Lembaran Dacrah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 36);

28 Peraturan Daerah Provins: Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun
2008 tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan  Keuangan  Dacrah,
{Lembaran  Daerah Provins: Ralimantan  Timur Tahun 2008
Nomor 13);

29, Peraturan Daeraly Provinst Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun
2009 tentang Orgamsasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat
Dacrah Provinst Kalimantan Timur (Lembaran Dacrah Provinst
Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 13);

30. Peraturan Daerah Provinst Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun
2012 tentlang Angaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menctapkan :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG BATAS UANG PERSEDIAAN

DAN GANTI UANG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubcernur ini yang dimaksud dengan

Daerah adalah Pemerintah Provinst Kalimarntan Timur.
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah vyang sclanjutnya disingkat DPRD adalah
DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Pemerintah Dacrah adalah Gubernur dan Peranglkat Dacrah schagal unsur
penvelenggara Pemerintahan Dacrah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vang sclanjutnyva disingkat APBD

adalah APBD Provinsi Kalimantan Timur.

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dacrah adalah kepala dacrah vang
karena jabatannya mempunyar kewenangan menvelenggarakan  keseluruhan
pengelolaan keuangan dacrah.



20. Peraturan Dacrah Provins: Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Permnbangunan Daerah dan Lembaga Teknis Dacrah
Provinsi  Kalimantan Timur (Lembaran  Dacrah  Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34);

27. Peraturan Daerah Provinst Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisas! dan Tata Kerja Lembaga
vang dibentuk dengan Peraturan Perundang-undangan Tersendiri
(Lembaran Dacrah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor
11, Tambahan Lembaran Dacrah Provins: Ralimantan Timur
Nomor 36);

28, Peraturan Daecrah Preovins! Kahmantan Timur Nomor 13 Tahun
2008 tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,
(Lembaran  Dacrah Provinst Kalimantan Timur Tahun 2008
Nomor 13);

29. Peraturan Daerah Provinst Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkal
Dacrah Provins: Kalimantan Timur (Lembaran Dacrah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 13}

30. Peraturan Daerah Previnsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun
2012 tentang Angaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi
Kahmantan Timur Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BATAS UANG PERSEDIAAN

DAN GANTI UANG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini vang dimaksud dengan

Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.,

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah vang sclanjutnya disingkat DPRD adalah
DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Pemerintah Dacrah adalah Gubernur dan Perangkat Dacrah schagai unsur
penyvelenggara Pemerintahan Dacrah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah vang selanjutnya disingkat APBD
adalah APBD Provinst Kalimantan Timur.

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dacrah adalah kepala dacrah vang
karena jabatannva mempunyal kewenangan menyelenggarakan keseluruhan

pengelolaan keuangan daerah.
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Satuan Kerja Perangkat Daerah vang sclanjutnya  disingkat SKPD  adalah
. - b

perangkat daerah pada Pemerintah Provinst Kalimantan Timur selalku pengguna

anggaran/barang.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Dacrah vang sclanjutnya disingkat SKPKD
adalah perangkat dacrah pada Pemcerintah Provinst Kalimantan Timur sclaku
pengguna anggaran/pengguna barang, yvang juga melaksanakan pengelolaan
keuangan dacrah,

Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah yang sclanjuinya disingkat PPRD adalah
Kepala Biro Keuangan vang selanjuinya disebut Kepala SKPKD yvang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak schagal Bendahara Umnurm
Daerah (BUD).

Bendahara umum dacrah yang sclanjutnya disingkat BUD adalah PPKD/Kepala
Biro Keuangan vang bertindak dalam kapasitas scebagal bendahara umum
daerah,

Pengguna anggaran  adalah  pejabat  pemegang  kewenangan  penggunadn
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan [ungst SKPD yang dipimpinnya.

Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik
daerah,

Kuasa Bendahara Umum Daerah vang selanjutnya disingkat kuasa BUD adalah
pejabat vang dibert kuasa untuk melaksanakan schagian tugas BUD.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah  pejabat vang dibert kuasa  untuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan
sebagian tugas dan [ungs: SKPD.

Pcjabat Penatausahaan Keuangan SKPD vang sclanjuinya disinglkat PPR-SKPD
adalah pejabal vang melaksanakan fungsi lala usaha keuangan pada SKPD.

Pcjabat Pelaksana Teknis Keglatan sclanjuinya disingkat PPTK adalah pejabat
pada umt kera SKPD vang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dart
suatu program sesual dengan bidang tugasnyva.

Bendahara  Penerimaan  adalah pejabat fungsional  vang  ditunjuk
untuk  menerima, menylmpar, menyetorkan, menatausahakan  dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan dacrah dalam rangka pelaksanaan
APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional vang ditunjuk mencerimel,
menyimparn, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan helanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD.

Kas Umum Dacrah adalah tempat penyimpanan uang dacrah vang ditentukan
oleh kepala dacrah untuk menampung seluruh penerimaan dacrah  dan
digunakan untuk membayar scluruh pengeluaran daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penvimpanan uang dacrah
vally ditentukan oleh kepala dacrah untuk menampung sclurubh pencerimuaain
dacrah dan digunakan untuk membayvar scluruh pengeluaran dacrah pada bank
vang ditetapkan,

Penerimaan Dacrah adalah vang vang masuk ke kas daerah.

Pengeluaran Dacrah adalah uang vang keluar dan kas dacrah.

Pendapatan  Dacrah  adalah  hak pemerintah dacraly vang  diakui sebagal
penambah nilai kekavaan bersih,

Belanja  Dacrah adalah  kewajiban pemerintah daerah vang diakui sebagai
pengurang nilal kekavaan bersih.
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Satuan Kerja Perangkat Daerah vang selanjutnya disingkat SKPD  adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selaku pengguna
anggaran/barang.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah perangkat dacrah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sclaku
pengguna anggaran/pengguna barang, vang juga melaksanakan pengelolaan
keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah vang sclanjutnya disingkat PPRD adalah
Kepala Biro Keuangan yang selanjutnya dischut Kepala SKPKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum
Dacrah (BUD).

Bendahara umum dacrah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD/Kepala
Biro Keuangan yang bertindak dalam kapasitas schagai bendahara umum
dacran.

Pengguna anggaran adalah  pegabal  pemegang  kewenangan pengeunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan lungsi SKPD vang dipimpinnva.

Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik
dacrah.

Kuasa Bendahara Umum Dacrah yvang sclanjuinya disingkat kuasa BUD adalah
pojabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

Kuasa  Pengguna  Anggaran  adalah  pejabat yvang  diberi kuasa  untuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan
sehagian tugas dan fungst SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang sclanjuinva disingkat PPR-SKPD
adalah pojabatl yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah pcejabat

) 2 Pl
pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dar
stalu program scsual dengan bidang tugasnva.

Bendahara Penerimaan adalah poiabat fungsional  yang  ditunjuk
untuk IMEenerimea, menyimpan, menyelorkan, monatausahakan dan
memperianggungiawabkan nang pendapatan dacrah dalam rangka pelaksanaan
APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional vang ditunjuk menerima,
menyvimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan belanja dacrah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD,

kas Umum Dacrah adalah tempat penyimpanan uang dacrah vang ditentukan
olch  kepala dacrah untuk menampung scluruh  penerimaan  dacrah  dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Rckening Kas Umum Dacrah adalah rekening tempat penvimpanan uang dacrah
vang ditentukan olch kepala dacrah untuk menampung scluruh penerimaan
dacrah dan digunakan untuk membavar seluruh pengeluaran dacrah pada bank
vang ditctaplkan.

Penerimaan Daerah adalah uang vang masuk ke kas dacrah.

Pengeluaran Dacrah adalah uang vang keluar dari kas dacrah.

Pendapatan Dacrabh adalah hak pemerintaly dacrabh vang  diakui schagai
penambah nilan kekavaan bersih.

Belanja Dacrah  adalah  kewajiban pemerintah  dacrah vang diakui sebagai
pengurang nilai kekavaan bersih.



25.

27.

28.

31

36,

37.

-6 -

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD vang selanjutnya disingkat DPA-SKPD
adalah dokumen yvang memual pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran olch pengguna anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang sclanjuinya disinglkat
DPPA-SKPD adatah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan
pembiayaan yvang digunakan sebagal dasar pelaksanaan perubahan anggaran
oleh pengguna anggaran.

Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yvang bersumber dart
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana
vang cukup guna mendanal pelaksanaan keglatan dalam sctiap periede.

Surat Penvediaan Dana yang sclanjutnva disingkat SPD adalah dokumen vang
menvatakan tersedianya dana untuk melaksanakan keglatan sebagal dasar
penerbitan SPP.

Surat Permintaan Pembayaran vang selanjutnva disingkat 8PP adalah dokumen
vang diterbitkan oleh pejabat vang bertanggung jJawab  atas  pelaksanaan
kegialan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

Surat Permintaan Pembayaran-Uang Perscediaan vang sclanjutnva disingkat SPP-
UP, adalah dokumen yang digjukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan uang muka kerja vang bersifat pengisian kembali (revolving) vang
tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung,

Surat Permintaan Pembavaran-Gant Uang vang sclanjutnva disingkat SPP-GU,
adalah dokumen yang digjukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
penggantian uang persediaan vang tidalk dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.

Sural Permintaan Pembavaran-Tambahan Uang vang sclanjuinya disingkat SPP-
TU, adalah dokumen vyang digiukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan tambahan vang persediaan guna melaksanokan kegiatan SKPD vang
bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untulk pembavaran langsung dan
wang persediaan,

Sural Permintaan Pembayaran Langsung sclanjutnyva disingkat SPP-Ls adalah
dokumen vang digjukan oleh bendahara pengeluaran untuk  permintaan
pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanyan kontrak kerja
alau  surat  perintah kerja lainnyva  dan pemboavaran  gan dengan jumlah,
penerima, peruntukan, dan wakiu pembavaran tertentu vang dokumennva
disiapkan PPTK.

Surat Perintah Membayar vang sclanjutnya disinglkat SPM adalah dokumen vang
digunakan/diterbitkan  olch  pengguna anggaran/kuasa pengguna  anggaran
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PPIKD.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan vang sclanjutnva disingkat SPM-UDP
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD vang
dipergunakan schagal vang persediaan untul mendanai keglatan.

sural Perintah Membayvar Gantr Uang Persedhiaan yang sclanjulnya disingkat
SPM-GU adalah dokumen yvang diterbitkan eolch pengeuna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD
yvang dananva dipergunakan untuk menggantt uang persediaan yang telah
dibelanjakan.

Surat  Perintah Membayar Tambahan  Uang Persediaan  vang  sclanjutnya
cdisingkat  SPM-TU  adalah  dokumen  yvang  diterbitkan  oleh pengguna
anggaran/kuasa  pengguna  anggaran  untuk  penerbitan SP2D 0 atas beban
pengeluaran DPA-SKPL, karcna kebutuhan dananya melebihi dar jumlah batas
pagl uang persediaan vang telah ditctapkan sesuail dengan ketentuan,
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PDokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD vang selanjutnva disingkat DPA-SKPD
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adalah dokumen vang memuat pendapatan, belanja dan pembiavaan vang

digunakan schagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengsuna anggaran,

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD vang sclanjutnyva disingkat
DPPA-SKPD adalabh dokumen yvang memuat perubahan pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang digunakan schagal dasar pelaksanaan perubahan anggoaran
oleh pengguna anggaran.

Anggaran has adalah dokumen perkiraan arus kas masuk vang bersuniber dart
penerimaan can perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana
vang cukup guna mendanal pelaksanaan kegiatan dalam setap periode.

Burat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang
menvatakan  lersedianya dana untuk melaksanakan  kegiatan sebagal dusar
penerbitan Sk

Surat Permintaan Pembayaran vang sclanjutnva disinglat SPP adalah dokumen
vang diterbitkan  oleh  pejabat vang bertanggung  jawab  atas  pelaksansan
kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

Sural Permintaan Pembayvaran-Uanyg Persedinan vang sclanjuinyva disingkat SPP-
LPo adalah dokumen vang  digjukan  olehh bendahara pengeluaran untuk
permintaan uang muka kerja vang bersifat pengisian kembali frevolving vang
tdak dapat dilakukan dengan pembavaran langsung,

surat Permintaan Pembayaran-Ganti Uang vang sclanjutiva disingkat SPP-GU,
adalaly dokumen yang digjukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
penggantian uang persediaan vang tdak dapat dilakukan denean pentbayvaran
langsung.

Surat Permintaan Pembavaran-Tambahan Uang vang sclanjuinva disineloe SPR-
TU, adalah  dokumen yang digjukan  olch  bendahara pengeluaran untuk
permintaan tambahan uang persediaan gunoomclaksanakan kegiatan SKPD ViaNg
bersilat mendesak dan udalke dapat digunakan uniek pombavaran langsung dan
nang persediaan,

Surat Permintaan Pembavaran Langsung sclanjutnva disingkat SPP-LS adidah
dokumen  vange  dinjukan  olch  bendahara pengeluaranr untuk periian
pembayaran kingsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja
atau sural peritah kerja lainnyva dan pembavaran vaji dengan jumlah.
punerima,  peruntukan, dan wakiu pemboavaran tertentu yang  dokumennva
distapkan PPTK.

Surat Perintah Membayar yang sclanjutnya disingkat SPM adalah dokumen Vg
digunakan/diterbitkan  oleh pengguna angearan /kuasa PUNLELING  ailgraran
untull penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PERTY

Surat Perintah Membavar Uang Persediaan vang selanjuinyig disinglad SPA-UP
adalah dokumen vang diterbitkan oleh pengguna anggiran fkuasa DUNgYUNE
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD Ving
dipergunakan sehagai uang perscedican untuk mendanai kegiatan,

sSurat Perintah Membayar Ganti Dang Persedican vang scelanjutnye dismukalt
SPM-GU adalah dokumen vang diterbitkan oleh pengeuna angpurn/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKEPD
vang dananyva dipergunakan untuk mengganti uang persediaan ving ielah
dibelanjakan.

Surat Perintah Membayar  Tambahan  Uang  Persediaan  vang schnjuinya
disingkat  SPM-TU  adalah  dokumen  vang  diterbitkan  oleh penggLa
anggaran/kuasa pengguna anggaran  untuk  penerbita SP2D 0 atas beban
pengeluaran DPASKPD, karena kebutuhan dananya melebilbi dart juamlahy batas
pagu uang perscdiaan vany telah ditctapkan sesuai dengan ketentuan,
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Sural Perintah Membayar Langsung vang sclanjutnyva disingkat SPM-LS adualah
dokumen vang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
Surat Perintah Pencairan Dana yang  sclanjutnya disingkat  SP2D adalah
dokumen yang digunakan schagal dasar pencairan dana vang diterbitkan oleh
BUD herdasarkan SPM.

BAB II
UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN
Pasal 2
Repada setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat

diberikan Uang Persediaan (UP) vang dikelola oleh bendahara pengeluaran.

Uang Persedican (UP) diberikan 1 qsaty) kali pada awal tahun anggaran
berkenaan kepada Bendahara pengeluaran SKPD.

Pasal 3

Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran atas permintaan Bendahara
Pengeluaran mienerbitkan SPM-UPR,

Berdasarkan  SPM-UP scbhagaimana  dimaksud  pada  avat (1), Kuasa BUD
menerbitkan 5P2D untuk rekening Bendahara Pengeluaran vang ditunjuk dalam
SPM-UP.

Penggunaan UP menjadi tanggung jawab Benduahara Pengeluaran.

Bendihara Pengeluaran melakukan pengisian kembali UP setelah UP dimaksud
digunakan (revolemg) sepanjang masih terscdin dana dalam DPA.

Sisic UP vang masih ada pada Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun
anggaran harus disetor kembali ke Rekening Kas Daerah sclambat-Lambatnya
tunggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan, Sctoran sisa UP dimaksud,
oleh Kuasa BUD dibukukan sebagai pengemnbalian UP sesual Kode Relening
vang ditetapkan.

Lang Persediaan (UP) diberikan dari wtal - Belanja Langsung dikurane LS
jelanja Barang dan Jasa. dan LS Belanja Modal sebagai dasar perhitunga UP
vang perhitungannya sebagat berikut

ao 0.0 Milvar s/d o 2.5 Milvar = 1/ 12 (saao per dua helasy,
b 20 Milvar s/d 0 5.0 Milvar = 1718 (satu per delapan belas):
. 5.0 Milvar s/d 10,0 Malvar

. 10,0 Milyar s/d 50,0 Milyar

1/24 (satu per dua puluh empat);

1/30 {satu per tiga puluh); dan

¢. 50,0 Milvar keatas = 1/40 (satu pcer empat puluhy,

Perubahan besaran UP diluar ketentuan sebagnimana diunaksud pada avat {6
ditetapkan oleh PPRD selaku BUD {(Bendahara Umum Dacrah).

Pengisian kembali UP dapat dibenkan apabila dana UP telah dipergunakan
sckurang-kurangnyva 25 % dari dana UP yang diterima. dan mendapatkan
pengesahan 5P dar pengguna anggaran /kunsa pengguna anggaran.

ol
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Surat Perintah Membavar Langsung vang selanjuinva disingkat SPM-L5 adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak keuga.
Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjuinva disingkat SP2D  adalah
dokumen yvang digunakan sebagal dasar pencairan dana vang diterbitkan oleh
BUD berdasarkan SPM.

BAB II
UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN
Pasal 2
Kepada setiap SKPD di ingkungan Pemerintah Provinsi Ralimantan Timur dapat

diberikan Uang Perscdiaan [UP) vang dikelela oleh bendahara pengeluaran,

Uang Perscdiaan (UP) diberilkan 1 (satu) kali pada awal tahun anggaran
berkenaan kepada Bendahara pengeluaran SKPD.

Pasal 3

Pengguna Anggaran /RKuasa Pengguna Anggaran atas permintaan Bendahara
Pengeluaran menerbitkan SPM-UP.

Berdasarkan SPM-UP sebagaimana dimaksud pada avat (1}, Kuasa BUD
menerbitkan SP2D untuk rekening Bendahara Pengeluaran yvang ditunjuk dalam
SPM-UP.

Penggunaan UP menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran melakukan pengisian kernbali UP setelah UP dimaksud
digunakan (revolving) sepanjang masih tersedia dana dalam DPA.

Sisa UP vang masih ada pada Bendahara Pengcluaran pada akhir tahun
anggaran harus disctor kemball ke Rekening Kas Dacrah sclambat-lambaunya
tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Seteran sisa UP dimaksud,
oleh Kuasa BUD dibukukan schagai pengembabian UP scsuadl Kode Rekening
vang ditetapkan.

Uang Persediaan (UP) dibertkan dart total  Belanja Langsung dikurangi LS
Belanja Barang dan Jasa, dan LS Belanja Modal sebagai dasar perhitungan UP
vang perhitungannya scebagal berikut ¢

a. 0,0 Milvar s/d 2,5 Milvar = 1/12 (satu por dua bhelas);
b. 2,5 Milvar s/d 5,0 Milvar = 1/18 (satu per delapan belas);

o 9,0 Milvar s/d 10,0 Mityar

1/24 (satu per dua puluh empat);

d. 10,0 Milyar s/d 50,0 Milvar = 1/30 (salu per tiga puluh); dan

e. 50,0 Milyar keatas = 1/40 (satu per empat puluhy.

Perubahan besaran UP diluar ketentuan schagaimana dimaksud pada aval (6)
ditetapkan oleh PPKD sclaku BUD (Bendahara Umum Dacrah).

Pengisian kembali UP dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan
sekurang-kurangnya 25 % dar dana UP yang diterima, dan mendapatkan
pengesahan SPJ dari pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran,



(9} Dalam hal penggunaan UP belum mencapsal 25 %, sedangkan satuan kernja vang
bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yvang tersedia, satuan
kerja dimaksud dapat mengajukan TUP.

(10) Dalam hal dana belum mencukupi, scdangkan satuan kerja vang bersangkurtan
memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang terscdia, satuan  kerja
dimaksud dapat mengajukan TUP.

(11) Permintaan TUP  scbagaimana dimaksud pada aval (10) harus mendapat
persctujuan  dart PPKD sclaku BUD dengan memperhatikan rincian kebutuhan
dan waktu penggunaan.

Pasal 4

(1) SPP-TU diggukan untuk melaksanakan keglatan SKPD vang bersifat mendesak
dan tdak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dari uang persediaan,

(2) SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak habis digunakan
dalam waktu 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disctor ke rckening kas
umum dacrah.

(3) SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayal (2} dikecualikan untuk :

a. kegiatan vang pelaksanaannya melehihi 1 bulan; dan
b. keglatan yang mengalami penundaan dari jadual vang telah ditetapkan vang

diakibatkan oleh peristiwa diluar kendall PA/RKPA.

(4) SPP-TU sebagaimana dimaksud pada avat (3} huruf a, dan howf b, disampaikan
oleh SKPD sccara tertulis kepada PPRD beserta alasannya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini ditctapkan lebih lanjut
dengan Keputusan Gubernur sesuat peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ind, maka Peraturan Gubernur Kalimantan
Timur Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penctapan Besaran Batas Jumlah Surat
Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran- Ganti
Uang dan Surat Permintaan Pembayaran-Tambahan Uang Persediaan pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinst Kalimantan Timur,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Hal-

Dalam hal penggunaan UP belum mencapat 25 %, scdangkan satuan kerja vang
bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, satuan
kerja dimaksud dapat mengajukan TUP.

Dalam hal dana belum mencukupi, sedangkan satuan kerja yang bersangkutan
memerlukan  pendanaan melebihi sisa dana vang 1ersedia, satuan  kerja
dimaksud dapat mengajukan TUP.

Permintaan TUP  sebagaimana dimaksud pada ayvat [10) harus mendapat
persctujuan  dari PPKD selaku BUD dengan memperhatikan rincian kebutuhan
dan waktu penggunaan.

Pasal 4

SPP-TU diagjukan untuk melaksanakan keglatan SKPD yvang bersifat mendesalk
dan tidak dapat digunakan untuk pembavaran langsung dart uang persediaan.

SPP-TU sebagaimana dimaksud pada avat (1) apabila tidak habis digunakan
dalam waktu 1 {satu) bulan, maka sisa tambahan uang disctor k¢ rekening kas
umum daerah.

SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dikecualikan untuk :
a. keglatan vang pelaksanaannya melebihi 1 bulan; dan
b. kegiatan vang mengalami penundaan dar jadual yvang telah ditetapkan vang

dialabatkan oleh peristiwa diluar kendali PA/KPA.

SPP-TU  sehagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf o, dan hutufl b, disampaikan
oleh SKPD secara tertulis kepada PPKD beserta alasannya.

BAB 111
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ant ditctapkan lelih lanjut

dengan Keputusan Gubernur sesual peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Gubcernur ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan
Timur Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Batas Jumlah Surat
Permintaan Pembayvaran-Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran- Ganti
Uang dan Sural Permintaan Pembayaran-Tambahan Uang Persediaan pada Satuan
Kerja Perangkat Dacrah di Lingkungan Pemerintah Provins: Kalimantan Timur,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 7

Peraturan Gubernur inl berlaku scjak tanggal 1 Januar 2013,

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintehkan  pengundangan  Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannva dalam Berita Dacrah Provinst Kahmantan

Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Januan 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd
DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Januar: 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,
td

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 11

Sulinan sesual dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRQ\HUKUM,

H. SUROTO, SH

Pembina Tingkat |
Nip. 19620527 198503 1 006



